GUBERNUR SULAWESI UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

1.

NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan
lebih lanjut secara komprehensif di Daerah untuk meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara 2104);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-2-

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4449);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

Undang—-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
Per.17/MEN/2006/ Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh
keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi  kepada  Wajib  Retribusi serta  pengawasan
penyetorannya.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau Benda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
Retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.

Trakyek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang, dengan mobil bus, mobil penumpang dan
angkutan sewa khusus y2nc, mempunyal asal dan tujuan
perialanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun cidak
berjadwal dalam daerah.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk temp at duduk pencemudI balk dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
lebih dan 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat
duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Angkutan Sewa Khusus adalah kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang
untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang
khusus.

Benih atau Bibit adalah benih atau tanaman pangan dan
hortikultura, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan, perkebunan atau
bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau
dikembangkan.
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27. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi,diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan
lainnya.

28. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

29. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik
dan ataui kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

30. pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan  yang harus  diberikan secepatnya untuk
mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

31. Rumah Sakit Umum Daerah yang Selanjutnya dapat disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Dearah Provinsi Sulawesi
Utara.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2
Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa
Umum:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa
Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi
Perizinan Tertentu:

1. Retribusi Izin Trayek; dan
2. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

Pasal 4
Jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.



(1)

Pasal 5
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan

(1)
(2)

(3)

yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat

(2) ditanggung bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a. tidak dimaksudkan, untuk mencari keuntungan tetapi juga
mempertimbangkan fungsi sosial, dengan mengutamakan
kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;

b. untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak
penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui
suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala OPD dan/atau
Balai dan penanggung jawab penjamin.

Paragraf 2
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas
pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

Pasal 8
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan
kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, dan tempat
palayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:
a. Pelayanan pendaftaran;
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta; dan
c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 9

(1) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau
badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah
Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang atau
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan
Kesehatan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10
Tingkat penggunaan jasa diukur dan berdasarkan jenis pelayanan,
bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan
aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
jasa penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.

Pasal 12
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum
dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 13

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang

meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.



Pasal 14

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa usaha yang
bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 15
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah dan jasa yang
diberikan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 16
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut
retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 17
(1) Obijek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
Pemakaian Tanah;
Pemakaian Bangunan;
Pemakaian Ruangan;
Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Pelayanan di

1. Pelayanan Pengujian dan penyewaan Peralatan Uji Air,
Energi dan Sumber Daya Mineral di Laboratorium
Kebumian;

2. Pelayanan pengujian mutu bahan, pengujian mutu hasil
pelaksanaan konstruksi dan pengujian mutu lingkungan
di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan;

3. Pelayanan yang menggunakan media dan atau bahan dan
atau jasa pengujian di Laboratorium dan atau Pos
Pengawasan dan Pengujian Mutu Laboratorium Perikanan
di Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan;

4. Pelayanan Penguijian Penyakit Hewan, bahan asal hewan,
mutu pakan/bahan baku pakan hewan di Laboratorium
Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu
Pakan/Bahan Baku Pakan Hewan;

5. Pelayanan uji mutu benih, kandungan pupuk dan
pestisida;

6. Pelayanan Pemeriksaan Mutu Benih (sertifikasi) Tanaman
Perkebunan.

g. Pemakaian Alat/Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel; dan
h. Pemakaian Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi.

OO0 oo
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(2) Tidak termasuk objek retribusi :

a. Pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum;

b. Pengunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah
tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan
umum.

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan
manfaat atas kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap orang
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu
pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga
pasar.

Pasal 21
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 22
Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan
dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau
sampingannya.
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Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 23
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah
penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMD,
BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 25

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah setiap
orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis usaha
Daerah

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga
pasar.

Pasal 28
Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 29
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD,
BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau bahan yang menggunakan/menikmati pelayanan
tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga dari Pemerintah
Daerah.

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan
jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rekreasi dan
Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga
pasar.
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Pasal 34
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 35
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Penyelenggaraan Retribusi 1zin Trayek

Pasal 36
Penyelenggaraan retribusi izin trayek adalah pengangkutan orang
dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis
dan mobil penumpang yang memiliki jaringan trayek antar kota dalam
provinsi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 37
Dengan nama Retribusi 1zin Trayek dipungut retribusi atas pemberian
izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 38
Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu.

Pasal 39

(1) Subjek Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin trayek atau beberapa trayek tertentu dari
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
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Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin
trayek yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek
didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 42
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

(1) Masa berlaku izin trayek selama 5 (lima) tahun dan dikenakan
retribusi setiap kendaraan.

(2) Apabila izin trayek masih berlaku dan kendaraan tidak beroperasi
dengan alasan tertentu dan dapat diterima maka kendaraan
tersebut dibebaskan dari pungutan retribusi.

(3) Pembayaran retribusi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
dapat diangsur setiap tahun.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 44
Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki
Perusahaan Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 45
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas
pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan.
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Pasal 46
Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 47
(1) Subjek Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau
badan yang menurut ketentuan 'peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha
Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jangka
waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha
Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau
seluruh  biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan
dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 50
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Potensi dan Penetapan Target Retribusi

Pasal 51
(1) Dinas mempunyai kewenangan mengetahui dan menghitung
potensi pendapatan bersama dengan OPD Penghasil.
(2) OPD penghasil memiliki kewajiban melaporkan potensi dan
perubahan potensi pendapatannya kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.
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Penetapan target dilakukan dan dihitung bersama-sama antara
OPD Penghasil dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi
Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk melaksanakan penetapan target sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dibentuk Tim oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan
diberikan.

Pejabat di Dinas/Badan/Lembaga, disamping memiliki tugas
pokok dan fungsi sesuai kedinasannya juga ditunjuk sebagai
Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan di
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara adalah Koordinator
pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan
sebagian atau seluruh tugas pemungutan dari OPD Penghasil.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa karcis, kupon, dan atau tanggapan.

Pembayaran retribusi oleh waijib retribusi dilakukan secara tunai.

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan
kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi
Utara.

Pengaturan bentuk formulir yang digunakan dan tata cara
pemungutan dan penyetoran retribusi diatur kemudian dalam
Peraturan Gubernur.
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Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

Pasal 54

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dan penggunaan hasil
penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 55

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan, pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 56
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala
Daerah.
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 57
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua betas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 58
Retribusi yang terutang tercantum dalam SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
Retribusi yang terutang harus dibayar selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 59
Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
telah ditentukan oleh Gubernur

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 61

Gubernur dapat menerbitkan STRD apabila :

a.

b.

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan tidak atau kurang bayar;

Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung.
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Pasal 62
Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan,
Waijib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63
Atas kelebihan Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Gubernur.
Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, balk

langsung maupun tidak langsung.
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Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Waijib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana .dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 65

Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguiji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

Waijib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan / atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi

diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 66
Dalam hal  penyelenggaraan pemungutan, Dinas

melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan
evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan
operasional pemungutan.

Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat fungsional
pengawasan.

BAB XIV
PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 67
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis
Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a, jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢, sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

d.

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan
Jasa Ketatausahaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No 2 Tahun 2000
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2004;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000
tentang Izin Trayek;

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2000
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor
6 Tahun 2005;

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 13 tahun 2000
tentang Usaha Perikanan Di Provinsi Sulawesi Utara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi
Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2006;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2012

GUBERNUR SULAWESI UTARA
ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2



